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ABSTRAK 

 

Risda Melina Putri, Perilaku Hukum Masyarakat Dalam Menyikapi Ketentuan 

Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 (Studi Kasus di Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin). Skripsi, Pembimbing Bapak Prof. 

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam 

(Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024. 

 

Kata Kunci: Perilaku Hukum, Batas Minimal Usia Pernikahan, Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019. 

 

 Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur batas minimal umur 

perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan 

bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah 

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan 

mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun, dalam realitanya, 

masih terdapat pelanggaran batas usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019. Hal ini ditemukan pada Kelurahan Antasan Kecil Timur Kecamatan 

Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dimana masih terjadi pelanggaran batas usia 

pernikahan, yaitu pernikahan pada usia 17 tahun. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Lokasi penelitian di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Kelurahan 

Antasan Kecil Timur Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin 

Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, 

dengan para informan berjumlah 10 orang di Kelurahan Antasan Kecil Timur 

Kecamatan Banjarmasin Utara. Teknik analisis data menggunakan teori hukum 

Soerjono Soekanto, yaitu model kesadaran hukum yang terdiri dari 4 indikator, 

yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku 

hukum. 

 Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku hukum 

masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur terhadap ketentuan minimal batas 

usia pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak patuh. 

Ada 5 responden yang menikah di bawah usia 19 tahun. Alasan pernikahan yang 

utama adalah perjodohan dan yang kedua adalah karena hamil di luar nikah. 

Kesimpulan penelitian ini adalah perilaku hukum dalam menyikapi ketentuan 

batas minimal usia pernikahan adalah tidak semua masyarakat di Kelurahan 

Antasan Kecil Timur menaati Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan faktor 

internal yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat tersebut adalah 

kurangnya kesadaran hukum, perjodohan orang tua, hamil di luar nikah, dan 

pendidikan rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah tidak ada sosialisasi 

sosialisasi tentang ketentuan batas minimal usia pernikahan menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari pihak terkait. 


